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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya mengenai implementasi pelayanan publik, kendala yang dihadapi, 

serta upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih 

Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut.: 

1. Implementasi pelayanan Publik Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara 

Surantih Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : 

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan 

b. Prinsip Keadilan, Kesopanan, dan Keramahan. 

c. Standar Pelayanan Publik 

d. Jaminan yang Bersifat Gratis 

e. Sarana dan Prasarana 

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Wali Nagari dalam memberikan pelayanan 

Publik Kantor Wali Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Koto Nan Tigo Utara 

Surantih Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana 

c. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan Jaringan Internet 

d. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat 

58 



 
 

 

59 
 

 

 
 

 

 
 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

e. Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Publik 

f. Birokrasi dan Tata Laksana Pelayanan 

3. Upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam dalam memberikan 

pelayanan Publik Kantor Wali Nagari Nan Tigo Utara Surantih Kabupaten 

Pesisir Selatan yaitu dengan cara : 

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

b. Perbaikan Sarana, Prasarana 

c. Peningkatan Infrastruktur Teknologi dan Jaringan Internet 

d. Meningkatkan Literasi dan Edukasi Masyarakat 

e. Pembangunan Budaya Kerja yang Positif di Lingkungan Kantor Wali 

Nagari agar Menciptakan Sosialisasi Antar Masyarakat 

f. Penerapan Standar Pelayanan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Melalui 

Rapat Internal Dan Forum Evaluasi Lainnya 

B. Saran 

Berikut ini adalah saran di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Agar Perangkat Nagari tetap meningkatkan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan, khususnya dalam mempercepat dan 

mempermudah proses pembuatan dokumen kependudukan bagi 

masyarakat, termasuk dengan menyediakan layanan online, menambah 

petugas, dan memperbaiki prosedur agar lebih efisien. 

2. Agar perangkat di Kantor Wali Nagari memberikan sosialisasi secara rutin 

mengenai prosedur, syarat, dan hak masyarakat terkait administrasi 

kependudukan, agar masyarakat lebih memahami peran aktifnya dalam 

proses pelayanan publik, melalui berbagai media informasi, penyuluhan 
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langsung, dan kegiatan edukasi masyarakat secara berkelanjutan. 

3. Agar  sistem pengelolaan data kependudukan dapat lebih transparan dan 

akurat, termasuk pemantauan langsung terhadap penggunaan data dan 

laporan administrasi, sehingga pelayanan dapat lebih tepat sasaran dan 

bermanfaat bagi masyarakat, dengan pemanfaatan teknologi digital, sistem 

database terintegrasi, serta evaluasi rutin terhadap kualitas dan keamanan 

data.. 
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